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RINGKASAN

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara
untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya
jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan
Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini,
penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam jangka pendek, hal ini
akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan
yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah
direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak
dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan
diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek
yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang tentang
Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak
yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di
bidang perpajakan. Bagi banyak negara, pengampunan pajak (tax amnesty) seringkali
dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue)
secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program tax amnesty ini
dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini
dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang
disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai kelemahan dalam
jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela
(voluntary compliance) dari wajib pajak patuh, bilamana tax amnesty dilaksanakan
dengan program yang tidak tepat.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis menidentifikasikan
beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Apakah kebijakan pengampunan pajak
(Tax Amnesty) sudah memenuhi prinsip keadilan bagi wajib pajak dan (2)
Bagaimanakah konsep pengaturan ke depan terhadap pelaksanaan pengampunan
pajak (Tax Amnesty) yang dapat memenuhi asas kemanfaatan ? Tipe penelitian yang
digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini
menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approarch). Dalam
pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan
mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan
hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Kebijakan pengampunan pajak
(Tax Amnesty) dalam memenuhi prinsip keadilan bagi wajib pajak sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak bahwa, pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi
keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. pemungutan pajak
tidak terlepas dari rasa keadilan, sebab keadilan dapat menciptakan keseimbangan
sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan
tarifnyapun harus mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam penghitungan

Xi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak dimaksud adalah tarif untuk
menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak
dapat dinyatakan dalam persentase. Apabila melihat timbulnya utang pajak, bahwa
utang pajak timbul karena Surat Keputusan Pajak (ajaran formal), ajaran ini
diterapkan pada official assessment system. Kedua, Konsep pengaturan ke depan
terhadap pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) yang dapat memenuhi asas
kemanfaatan, bahwa Hal yang paling utama dari pengampunan pajak adalah adanya
kemauan untuk memaafkan atau mengampuni dari sisi pemerintah kepada wajib
pajak atas kesalahan di masa lalu. Upaya memaafkan tersebut hanya diberikan jika
wajib pajak menuruti atau mau “menebusnya” dengan suatu jumlah yang telah
ditentukan (exchange). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak yang berlaku sejak 1 Juli 2016 menjadi pedoman bersama
memahami pentingnya membayar pajak menjadi landasan mendorong reformasi
perpajakan menuju sistem pepajakan lebih berkeadilan serta perluasan basis data
pajak lebih valid.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain :
Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak
tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki
kepatuhan WP, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan
pajak.Implementasi Tax Amnesty dapat diterapkan bila syarat-syarat keterbukaan dan
akses informasi terhadap masyarakat terpenuhi oleh karena itu apabila tax amnesty
akan diterapkan harus menggunakan tax amnesty bersyarat. Tax amnesty dapat
diterapkan terutama pada bidang-bidang atau sektor-sektor industri tertentu saja yang
dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan tax ratio dengan syarat
terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
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SUMMARY

The Tax Forgiveness Policy is carried out in the form of waiver of the state's
right to collect taxes that should be owed. Therefore, it is reasonable if the Taxpayer
is required to pay the Ransom for the Tax Pardon it obtains. In the framework of
enforcement of this Law, acceptance of the Ransom shall be treated as income tax in
the State Revenue and Expenditure Budget. In the short run, it will be able to
increase tax revenues in the year of receipt of the Ransom which is useful for the
State to finance planned programs. In the long term, the State shall receive tax
revenue from additional economic activity derived from Asset which has been
transferred and invested in the territory of the Unitary State of the Republic of
Indonesia. From the juridical aspect, the policy setting of Tax Amendment through
the Tax Forgiveness Law in accordance with the provisions of Article 23A of the
1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia as it relates to the
abolition of taxes that should be owed, tax administration sanctions, and criminal
sanctions in the field of taxation. For many countries, tax amnesty is often used as a
tool to quickly raise state revenues from tax revenues in a relatively short period of
time. Tax amnesty program is implemented because the more severe tax evasion
effort. This policy may benefit from the acquisition of funds, especially the return of
funds held abroad, and this policy in having long-term weaknesses may adversely
affect the decrease of voluntary compliance of compulsory taxpayers, when tax
amnesty is carried out with programs that are not right.

Based on the aforementioned matters, the writer identifies several problem
formulations, among others: (1) Does the tax amnesty policy fulfill the principle of
justice for the taxpayer and (2) How is the concept of forward regulation on the
implementation of tax amnesty Can meet the principle of expediency? The type of
research used in the completion of this thesis is the type of normative juridical
research. In accordance with the objectives to be achieved, the methodology in this
thesis research uses two approaches, namely statute approach and conceptual
approach (conseptual approarch). In the collection of this legal material the author
uses the method or way by classifying, categorizing and inventory of legal materials
used in analyzing and solving problems.

The results of the study obtained that: First, the Tax Amnesty Policy in
complying with the principle of justice for the taxpayer in accordance with the
provisions of Article 2 paragraph (1) Sub-Paragraph b of Law Number 11 Year 2016
concerning Forgiveness of Tax that, Balance of rights and obligations of each party
involved. The collection of taxes is inseparable from the sense of justice, because
justice can create a very important social balance for the welfare of society. In
determining the tariff must be based on the principles of justice. In the calculation of
tax payable is used tax rates. The tax rate referred to is the rate to calculate the
amount of tax payable (tax payable). The amount of tax rate can be expressed as a
percentage. When looking at the incidence of tax debt, that tax debt arises because of
the Tax Decision (formal teaching), this teaching is applied to the official assessment
system. Second, the concept of forward regulation on the implementation of tax
amnesty that can meet the principle of expediency, that the main thing of tax
forgiveness is the willingness to forgive or forgive from the side of the government to
the taxpayer for the mistakes of the past. Such forgiveness is only granted if the
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taxpayer comply or wants to "redeem” it with a specified amount (exchange). Law
Number 11 Year 2016 on Forgiveness of Taxes effective from 1 July 2016 became a
common guideline to understand the importance of paying taxes as a foundation to
encourage tax reform towards a more equitable tax system and the expansion of tax
bases more valid.

Based on the results of this study the authors provide suggestions, among
others: Provision of tax forgiveness policy should not only remove taxpayer right
(WP) but more importantly improve the compliance of WP, so that in the long run
can increase tax revenue.Implementation Tax Amnesty can Applied when conditions
of openness and access to information to the community are met therefore if the tax
amnesty will be applied must use conditional tax amnesty. Tax amnesty can be
applied mainly to certain fields or industrial sectors only which can give effect to the
increase of tax ratio with the condition of fulfillment of the readiness of other
supporting facilities and infrastructure.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan
nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat.
Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan
yang selaras serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan
yang bertanggung jawab. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang
berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk
merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan
pembangunan.

Peran pemerintah sangat penting yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan,
ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan
tujuan Negara yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejaheraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
keadilan sosial”. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa

yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.
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Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan
bersama. * Kebijakan pengampunan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
untuk membiayai pembangunan. Untuk itu kepastian hukum diperlukan dalam
rangka menjamin terlaksananya penegakan hukum.

Tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara
nasional harus diwujudkan atau direalisasikan. Keberhasilan pelaksanaan
pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk
pembangunan sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Kebutuhan akan dana
pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan
dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak.
Trkait hal tersebut :

Negara melakukan dua tugas yaitu, tugas rutin Negara dan tugas

pembangunan dan terealisasinya tugas-tugas itu berhubungan erat

dengan sumber pembiayaan. Tugas rutin Negara dibiayai dari
penerimaan rutin Negara, sedangkan tugas pembangunan dibiayai

dari pembiayaan berupa bantuan dari luar negeri.Penerimaan rutin

yang membiayai tugas rutin tersebut diperoleh dari sektor dalam

negeri, antara lain perusahan-perusahaan Negara, denda-denda, hak

waris atas peninggalan terlantar, hasil-hasil bumi, termasuk
pungutan-pungutan berupa pajak. >

Pajak merupakan pendapatan Negara yang sangat penting bagi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, maka pajak
ditempatkan dalam posisi yang sangat penting dalam pemasukan Negara karena

perannya yang sangat vital dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

nasional menyangkut sarana prasarana Negara dalam melayani kebutuhan publik.

! Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 3, Eresco, Bandung, 1999, him.3
2 Tunggul Anshari Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak, Malang, Bayumedia
Publishing, 2009, him. 2
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Pemungutan pajak dapat dipaksakan oleh Negara dan tidak memberikan imbalan
secara langsung. Dasar pemungutan pajak ditetapkan dalam Pasal 23 huruf a
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan Negara
berdasarkan Undang-Undang.” Alinea keenam memori penjelasan menyatakan
bahwa “oleh karena penempatan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan
nasibnya sendiri, maka segala yang menempatkan beban kepada rakyat, sebagai
pajak dan lain-lainnya, haruis ditetapkan dengan Undang-undang yaitu dengan
persetujuan DPR”.

Dana yang diperlukan untuk pemerintahan dan pembangunan nasional
selain dari sumber alam yang terdapat dan digali dari bumi Indonesia, juga perlu
uluran bahkan partisipasi sumbangan dana dari rakyatnya. Oleh karena itu agar
terlihat peran serta dari masyarakat sebagai wajib pajak, maka Negara
menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam
kegiatan pembangunan dan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 selanjutnya disebut
Undang Undang Tata Cara Perpajakan).

Pajak merupakan salah satu bentuk pungutan negara, yang mengandung
beberapa ciri sebagai berikut :*

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang—undang serta
aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

® Arief Surojo, Modul Pengantar Hukum Pajak, Pusdiklat Pajak, 2002, him 1
* Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia, Salemba. Jakarta, 2001, him.2
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3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran—pengeluaran pemerintah yang
apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan
uantuk pembiayaan public investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgeter, yaitu
sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Melihat dari ciri-ciri pajak di atas, tampaklah bahwa pajak sangat penting
bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka
panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian
pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan
kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak itu
sendiri.Pemungutan pajak merupoakan perwujudan dari pengabdian kewajiban
dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara
dan pembangunan nasional.”> Dalam melaksankan kewajiban perpajakan tersebut,
sudah sepantasnya apabila masyarakat dan aparat perpajakan mengerti atau paham
mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga masyarakat wajib
pajak sadar dan mematuhi segala kewajibannya, dan aparat pajak mampu
membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak
sesuai denga ketentuan yang berlaku, jadi sebagai aperatur pajak sebagai pembina,
peneliti dan pengawas dan penerapan sanksi perpajakan dituntt lebih mengerti dan

memahami serta menguasai hukum pajak agar dalam melaksanakan tugasnya

berjalan dengan baik, menjamin kepastian hukum kepada para Wajib Pajak.

® Ibid, him 1
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Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan
berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik
materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran
pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan
penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana
yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak
merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat. Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan
anggaran yang selalu meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran
pemerintah Indonesia untuk tahun 2011. Belanja Negara dalam APBN 2011
sebesar Rp.1.229,6 Triliun meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar
Rp.1.126 Triliun. Sedangkan tahun 2012 Belanja Negara dalam APBN
dianggarkan sebesar Rp 1.435,4 triliun.°

Saat ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen
penerimaan berasal dari sektor pajak. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak
2011 sebesar 708,9 triliun rupiah atau 64,15 persen dari seluruh penerimaan
negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) 2011, sedangkan
untuk tahun 2012 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp.1.032,6 triliun.
Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun
demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka

lebar karena potensinya belum digali secara optimal.’

® http://nindityo.com/2008/03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008
" http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=307


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan
upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah.
Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi
perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak
(WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu snediri. Upaya ekstensifikasi
dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk
mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang
stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya.
Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan
perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti
sunset policy.

Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah
diberikannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan
dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat
berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi
obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Indonesia pernah
menerapkan amnesti pajak pada tahun 1984, namun pelaksanaannya tidak efektif
karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem
administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak
dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap, sehingga pemerintah
tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak
didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang,
penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN

Pemerintah Indonesia.
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Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah
menerapkan Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Bila kita melihat saat
diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan
tersebut terutama dalam Pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini
dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha. Meskipun
belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal
dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.®
Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai
beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua,
kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi
eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan
dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib
pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya
aturan perpajakan. °

Dasar hukum pelaksanaan pengampunan pajak adalah ketentuan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang telah disahkan
pada tanggal 1 Juli 2016 yang lalu. Dalam penjelasan Undang Undang Nomor 11
Tahun 2016 disebutkan bahwa latar belakang pemberlakuan pengampunan pajak
di Indonesia adalah kebutuhan untuk diterapkannya langkah khusus dan terobosan

kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan

& http://vibizmanagement.com/journal.php 2id=425&sub=journal&awal=10&page=tax
® http://www.hukumonline.com/berita/baca/t51c230/masalah-ruu-pengampunan-pajak



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara
Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya
dalam bentuk pengampunan pajak. Terobosan kebijakan berupa pengampunan
pajak atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan
untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan
meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak
negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah
sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas
Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-
Undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak
Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam jangka
pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun
diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai
program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan
mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari
Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan
Pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan
ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang,

sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.
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Bagi banyak negara, pengampunan pajak (tax amnesty) seringkali
dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (tax
revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program tax
amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak.
Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya
dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai
kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya
kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak patuh, bilamana tax
amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. Penelitian ini
memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tax amnesty di beberapa negara
yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak
seperti di Afrika Selatan, Irlandia dan India, dengan maksud untuk mempelajari
kebijakan dari masing-masing negara serta menganalisis faktor-faktor yang
menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan,
serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia.

Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh
para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini
mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah
tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara
karena Dberarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk
membiayaai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan
kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali
pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui

program khusus yakni pengampunan pajak (tax amnesty).
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Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
diharapkan dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang
tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi
atas Harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat
dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di
masa yang akan dating. Mengingat masalah-masalah di atas, banyak sekali tarik
ulur dan pro kontra pelaksanaan tax amnesty. Melalui Undang Undang Tax
Amnesty, para wajib pajak yang bersedia memindahkan asetnya dari luar negeri
akan diberikan tarif tebusan sebesar 2% sampai 5%. Adapun wajib pajak yang
mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa memindahkan aset akan dikenai tarif
4% hingga dan 10%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan
mengkaji masalah pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam prinsip
kepastian hukum khususnya bagi para wajib pajak dan bagi sistem perpajakan
secara nasional dalam bentuk penulisan karya ilmiah tesis hukum dengan judul :
“Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax
Amnesty)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka
penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) sudah memenuhi
prinsip kepastian hukum bagi wajib pajak ?
2. Bagaimanakah konsep pengaturan ke depan terhadap pelaksanaan

pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang dapat memenuhi asas kemanfaatan ?
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1.3 Tujuan Penelitian
Menurut Bruggink, tujuan penelitian adalah hal penentuan tujuan

(doelstelling) atau kepentingan pengetahuan (kennisbelang).’® Pada dasarnya

tujuan penulisan tesis ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis hukum sebagaimana

dirumuskan dalam rumusan masalah, meliputi :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pengampunan pajak (Tax
Amnesty) dalam memenuhi prinsip kepastian hukum bagi wajib pajak.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep pengaturan ke depan terhadap
pelaksanaan pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang dapat memenuhi asas
kemanfaatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Untuk pengembangan ilmu dan teori hukum pajak, khususnya masalah
kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) dalam memenuhi prinsip
kepastian hukum bagi wajib pajak.

b. Untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun dalam
rangka masalah konsep pengaturan ke depan terhadap pelaksanaan
pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang dapat memenuhi asas kemanfaatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait masalah pengampunan pajak (tax

amnesty) dalam prinsip pengelolaan keuangan negara.

19 3.3.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 1996, him.216
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b. Sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pembentukan peraturan
perundang-undangan terkait pengampunan pajak (tax amnesty) dalam
menjamin pemasukan negara dari sektor pajak berdasarkan prinsip
pengelolaan keuangan negara.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu dari
beberapa tesis sebagai rujukan dan referensi penelitian tesis ini, antara lain :

Tesis pertama oleh Suud Wahyudi, S.H. Tesis Universitas Diponegoro,
Tahun 2016, dengan judul Amnesti Pajak Sebagai Solusi atasi Permasalahan
Pajak di Indonesia. Rumusan masalah pada tesis tersebut adalah Peranan
Pengampunan Pajak dalam peningkatan pembangunan di Indonesia berdasarkan
prinsip kemanfaatan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis
normatif dengan kesimpulan bahwa : Pengampunan Pajak merupakan terobosan
kebijakan yang memiliki manfaat dan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui Repatriasi Aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas
domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan
investasi; selain itu bertujuan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid,
komprehensif dan terintegrasi; dan yang terpenting adalah meningkatkan
Penerimaan Pajak. Program Pengampunan Pajak adalah langkah besar dan
merupakan solusi menyelesaikan persoalan perpajakan di Indonesia.

Tesis kedua oleh Wahyuni, Tesis Universitas Pelita Harapan, Tahun 2016.
Judul Kajian Yuridis Tax Amnesty dalam Sistem Perpajakan di Indonesia.
Rumusan masalah, peran Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam

pembayaran pajak penghasilan berkaitan dengan jasa Notaris dan/atau Pejabat
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Pembuat Akta Tanah. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis

normatif dengan kesimpulan bahwa : kelemahan tax amnesty bila diterapkan di

Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard

karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung

lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan tax amnesty tersebut.

Berikut beberapa penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk tabel untuk

menguraikan perbedaan tersebut :

No | Nama/ Jenis Karya Rumusan Pembahasan dan
Tahun Ilmiah/Judul Masalah Rekomendasi
1. Suud | Tesis Program | Peranan Pengampunan Pajak
Wahyudi | Magister Pengampunan merupakan terobosan
(2016) | Kenotariatan Pajak dalam | kebijakan yang memiliki
Universitas peningkatan manfaat dan tujuan untuk
Diponegoro pembangunan di | meningkatkan pertumbuhan
Semarang/ Indonesia ekonomi melalui Repatriasi
Amnesti Pajak | berdasarkan Aset, yang ditandai dengan
Sebagai Solusi | prinsip peningkatan likuiditas
atasi kemanfaatan domestik, perbaikan nilai
Permasalahan tukar rupiah, penurunan
Pajak di Suku Bunga, dan
Indonesia peningkatan investasi;
selain itu bertujuan
memperluas  basis data
perpajakan  yang lebih
valid, komprehensif dan
terintegrasi; dan  yang
terpenting adalah
meningkatkan Penerimaan
Pajak. Program
Pengampunan Pajak adalah
langkah besar dan
merupakan solusi
menyelesaikan  persoalan
perpajakan di Indonesia
2. | Wahyuni | Tesis Hukum | Kelebihan dan | Dalam Tesis ini
(2016) Universitas Kelemahan menganalisa Salah satu
Pelita pelaksanaan tax | kelemahan tax amnesty bila
Harapan, amnesty dalam | diterapkan di Indonesia
Jakarta/ Kajian | sistem adalah dapat
Yuridis  Tax | Pemungutan mengakibatkan berbagai
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Amnesty Pajak penyelewengan dan moral
dalam Sistem hazard karena sarana dan
Perpajakan di prasarana, keterbukaan
Indonesia akses informasi serta

pendukung lainnya belum
memadai sebagai prasyarat
pemberlakuan tax amnesty
tersebut.

Berdasarkan beberapa rujukan tesis tersebut, terdapat perbedaan yang
signifikan dengan penulisan tesis dalam hal ini penulis lebih menitikberatkan pada
prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty)
sebagaimana amanat ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak.

1.6 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus
dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam
rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.
Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh
atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga
penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan tesis ini dapat digunakan
untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan—bahan hukum yang diperoleh
sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk
menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah

Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-
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norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.**

1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan untuk
membantu penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum
yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam
penyusunan tesis ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah
tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi *?
Pendekatan prundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum
primer.

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) vyaitu suatu metode
pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum.
Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana
ataupun doktrin-doktrin hukum.'® Pendekatan konseptual dalam hal ini
konsep tentang pajak, subjek, objek dan asas-asas pemungutan pajak berikut
kebijakan tentang pengampunan pajak. Teori yang dipergunakan antara lain

teori kepatuhan, teori ketertiban, teori keadilan dan teori kepastian hukum.

1 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
2014, him.194

2 bid, him.93

B bid, him.138
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1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam tesis ini, meliputi bahan hukum

primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas. Bahan—bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan—catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang

undangan dan putusan—putusan hakim, diantaranya sebagai berikut :

1.

2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata
cara perpajakan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan tertentu Berupa Harta Bersih Yang
Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan ;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-14/PJ/2017tentang Tata Cara
Pembetulan Atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak Direktur Jenderal

Pajak.
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1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang
berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan
hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.** Adapun yang
termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan
penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan
para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan
putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang
memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang
memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi,
dan situs-situs internet.
1.6.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber
bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non
hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik
penulisan tesis.™
1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu
metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain

4 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hIm.165
5 Opcit, Peter Mahmud Marzuki, him. 164
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dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan

kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu

penelitian hukum, yaitu :

a)
b)
c)
d)

e)

Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak, Peranan dan Bentuk-Bentuknya
2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang Tata Cara Perpajakan
adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak
mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1)
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa dijelaskan bahwa Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh
Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh
Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M.J.H Smeets mengemukakan pengertian pajak sebagai prestasi kepada
pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan
tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditujukan dalam hal individual untuk
membiayai pengeluaran pemerintah. '°® Menurut pendapat Rochmat Soemitro
bahwa pajak adalah :

luran dari rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor

paktikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang Undang (yang

sifatnya dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang

langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum dan dipergunakan sebagai alat pencegah atau

6 M.J.H Smeets dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan ; Konsep, Teori,
dan Isu, Jakarta, Kencana, 2006, him.27

19
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pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang
keuangan."’

Lebih lanjut menurut R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang
terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat
ditujukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan.*®

Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah :

luran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali
yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan.®

20

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock

Horace R, menyebutkan bahwa :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu,
tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar
pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan
pemerintahan.

Pajak merupakan suatu fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat

dan negara. Hal tersebut tercermin dalam pengertian pajak itu sendiri yaitu :

Pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki
oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan
undang Undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu

him.9

7 Rochmat Soemitro, Azas dan Dasar Perpajakan I, Bandung, Refika Aditama, 1998,

18 Waluyo dan Wirawan B. llyas. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Penerbit Salemba
Empat, 2000, him.18

¥ 1bid, him.18

2 sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Achmad
Tjahyono, Perpajakan, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2000, him.27
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balas jasa secara langsung, untuk digunakan membiayai pengeluaran
negara guna meningkatkan kualitas masyarakatnya.”*

Dari pengertian tersebut, terlihat adanya dua pihak yang saling
berhadapan, yaitu masyarakat (di satu pihak) dengan pemerintah atau negara (di
pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak, maka sebagaian harta kekayaan
masyarakat akan mengalit kepada negara berdasarkan sistem dan mekanisme ang
telah ditetapkan, walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara
langsung dari negara dari pembayaran pajak tersebut. Pajak merupakan kewajiban
dalam bernegara, yaitu sebagai sarana berpartisipasi dalam membentu
pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah.

Pajak merupakan iuran yang pungut oleh pemerintah kepada rakyat yang
sifatnya dipaksakan, tanpa dipandang kaya ataupun miskin. luran pajak yang
dapat dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran
Negara. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang
yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan
para ahli sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut S.I Djadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi
menyatakan bahwa :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan

ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai hukuman, memurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara
secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.?

2L |iberty Pandiangan, Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia,
Jakarta, 2002, him.19
2.5 | Djadiningrat. Pajak Daerah. Yogyakarta : Kencana, 2009, him.9
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Dari pengertian tersebut bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa
kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar
pengeluaran umum Negara. Menurut Sumarni Soehamidja yang dikutip oleh
Wahluyo menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung

dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.?®

Dari pengertian tersebut, penulis dapat mengemukakan bahwa pajak
adalah iuran kepada Negara yang wajib dibayar menurut peraturan yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas
Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari kedua definisi diatas
mengenai pengertian pajak, bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara yang
diwajibkan kepada seseorang untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh
undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara
langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum
yang berhubungan dengan tugas Negara unntuk menyelenggarakan pemerintahan.
2.1.2 Peranan Pajak

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona
penerimaan negara yang paling potensial. Bahkan, saat ini sektor pajak
memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN. Penerimaan dari sektor pajak

ini merupakan penerimaan dalam negeri dan penerimaan sektor lainnya

selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan

8 surmarni Soehamidja. Pajak Daerah. Yogyakarta : Graha llmu, 2009, him.5
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prasarana kepentingan umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa
betapa pentingnya pajak bagi negara karena pajak merupakan sumber dana yang
diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara/pemerintah yang
disebut sebagai fungsi budgeteir.

Seperti diuraikan di atas bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat
untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana
dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Dengan kontribusi
ini masyarakat berhak untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Di pihak
lain, tidak boleh dilupakan bahwa pajak memang merupakan bentuk tanggung
jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankankehidupan berbangsa
dan bernegara. Di sinilah letak pentingnya pajak bagi masyarakat dalam
kedudukannya sebagai Wajib Pajak

Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan dan
sekaligus merupakan unsur penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara.
Bahkan di beberapa negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak
merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara,
dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu
negara dengan negara yang lainnya.

Melihat urgensi dari keberadaan pajak tersebut, masing-masing

negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya,

dengan berbagai jenis dan sistem pengenaan. Dalam perkembangan
menunjukkan bahwa semakin besar pajak yang diterima suatu negara
dapat memberikan indikasi makin tingginya tingkat kesadaran dan

taraf hidup masyarakatnya. Untuk mengetahui apakah pengenaan

dan perolehan pajak suatu negara sudah optimal, ada beberapa

indikator yang dapat dipergunakan, yaitu tax ratio, coverage ratio,
tax buoyancy, tax elasticity, dan cost of tax collections.**

% Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 3, Eresco, Bandung, 1999, him. 23
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Tax Ratio adalah perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak
dengan besarnya pendapatan nasional (dalam hal ini produk domestik bruto,
PDB). Tax Ratio dapat dipergunakan untuk melihat seberapa besar tingkat
pemungutan pajak (level of taxation) di suatu negara. Semakin tinggi tax ratio,
maka akan semakin baik kinerja penerimaan pajak. Coverage ratio adalah
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak (jumlah wajib pajak) dengan
potensi yang ada. Dalam hal ini coverage ratio dapat dilihat dari tiga sisi yang
disesuaikan dengan penggunaannya, yaitu :

a. Ditinjau dari penerimaan pajak, coverage ratio adalah perbandingan
antara jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah (telah direalisir)
terhadap potensi pajak yang ada secara teoritis dan Undang Undang
Perpajakan.

b. Ditinjau dari aspek wajib pajak, coverage ratio adalah sebagai
jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah pajak
potensial menurut Undang Undang Perpajakan.

c. Ditinjau dari aspek objek pajak, coverage ratio adalah objek yang
sudah terjaring dibandingkan dengan objek yang seharusnya
dibebani pajak.

Tax buoyancy adalah adalah perbandingan persentase perubahan
penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Sedangkan
tax elasticity adalah perbandingan perubahan persentase penerimaan pajak
terhadap perubahanpersentase pendapatan nasional. Cost of tax collection atau
biaya pemungutan pajak adalah biaya yang dikeluarkan negara dalam upaya untuk
memungut pajak.

Untuk memperoleh pajak yang optimal, harus didukung oleh ketentuan

pajak yang tepat, efektif dan efisien, serta dapat dilaksanakan. Dalam hubungan

ini, pengaturan pengenaan (praktek) pajak di suatu negara tidaklah selalu sama

% 1bid, him.25
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dengan negara lainnya. Terjadinya perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan
situasi dan kondisi masing-masing negara, demikian juga dengan tingkat
kemajuan, taraf hidup, serta tingkat kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu,
aturan mengenai pengenaan pajak antara Indonesia (sebagai negara berkembang)
dengan Jepang, Amerika Serikat, atau negara negara Eropa lainnya (negara maju)
mungkin akan berbeda.

Walaupun terdapat perbedaan pengaturan pengenaan pajak di masing-
masing negara, namun pada hakikatnya terdapat persamaan terutama menyangkut
hal-hal yang prinsipil dalam pemberlakuan peraturan dan pengenaan pajak. Dalam
hubungan ini, terdapat sistem perpajakan, baik yang bersifat umum maupun yang
bersifat khusus. Yang menjadi landasan pengenaan pajak di setiap negara. Pajak
dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo
terdapat dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (budgetair) yaitu Pajak sebagai sumber dana
penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya ; contoh :
Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah
untuk membangun fasilitas- fasilitas umum.

2. Fungsi Mengatur (regulerend) vyaitu Pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi. Dalam hal ini contohnya antara lain : Pajak yang
tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi
konsumsi minuman keras ; Pajak yang tinggi dikenakan terhadap
barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif ; dan Tarif
pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk
Indonesia di pasaran dunia.

3. Fungsi Anggaran : Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana
untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas
harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan
antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan bahwa : Pajak yang sudah dipungut
oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan
umum, termasuk juga untuk membiayai kepentingan pembangunan
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sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya
akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat®

Dalam melaksanakan fungsi pajak sebagaimana disebutkan di atas,
dibutuhkan hukum pajak. Fungsi hukum pajak adalah untuk melegalkan sesuatu
yang tadinya dianggap tidak legal (legal effectiveness). Demikian juga halnya
dengan hukum pajak ; tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pajak, maka tindakan pemerintah meminta sejumlah uang
kepada rakyat akan dianggap sebagai pemerasan. Namun setelah adanya Undang
Undang Pajak, maka tindakan pemerintah meminta uang rakyat tersebut menjadi
legal. Hukum pajak yang disebut juga dengan hukum fiskal, merupakan
keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk
mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat
melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang
mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang, badan-
badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Pajak

Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi “Pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk
keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang”. Lebih lanjut
dijelaskan ; oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk
menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban
kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-

Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

% Mardiasmo, Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002, him.9
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Mardiasmo mengelompokkan pajak kedalam tiga tinjauan yaitu menurut
golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

a) Menurut Golongannya ; menurut golongannya pajak dibagi menjadi
dua bentuk, yaitu :

1. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang
lain. Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b) Menurut Sifatnya ; menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua
bentuk, antara lain :

1. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari
wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikandiri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewabh.

c) Menurut Lembaga Pemungutannya ; menurut lembaga
pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh :
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak
daerah terdiri atas : Pajak Daerah Tingkat | gPropinsi) dan Pajak
Daerah Tingkat Il (Kotamadya/ Kabupaten)?’

Dari beberapa penggolongan jenis pajak tersebut di atas, secara umum
pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak
Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang
dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen
Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah di tingkat Propinsi maupun

27 |bid, Mardiasmo, hal.17-18
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Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh

Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi
atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun
Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka
penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan
lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang
Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan
jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain
oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%.
Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean
adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan
ruang udara diatasnya.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas
barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewabh, juga dikenakan PPn
BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
adalah :

a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok ; atau
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b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu ; atau
c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi ; atau
d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status ; atau
e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta
mengganggu ketertiban masyarakat.
. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat
perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek,
yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan
ketentuan. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung
arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang
dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;
. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas
kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan
Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB
diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan
terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.PBB adalah pajak yang
bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan
objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang

membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
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6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya
PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi
penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik
Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun

Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain :

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor ;
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain :
a) Pajak Hotel ;
b) Pajak Restoran;
¢) Pajak Hiburan ;
d) Pajak Reklame ;
e) Pajak Penerangan Jalan;
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
g) Pajak Parkir.
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau
keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan

pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa
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pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan
uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan
berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan,
jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan
menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk
pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan
masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal
dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai
dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan
penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang
jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan
2.2 Subjek, Objek dan Asas-Asas Pemungutan Pajak
2.2.1 Pengertian Subjek dan Objek Pajak
Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang
Undang untuk dikenakan pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi,
warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap
sebagai berikut :
1. Orang Pribadi : orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal
atau berada di indonesia atau di luar Indonesia
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
; warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti
menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan

warisan yang belum terbagi menjadi subjek pengganti dimaksudkan agar
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pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat
dilaksanakan ;

3. Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan
bentuk badan usaha lainnya ;

4. Bentuk Usaha Tetap ; adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Selanjutnya objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak
dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Pemerintah dalam hal ini Direktorat
Jenderal Pajak dan masyarakat pembayar pajak sebagai Wajib Pajak merupakan
pihak-pihak yang terkait langsung dalam sistem perpajakan. Jalinan kedua belah
pihak ini harus harmonis di dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang optimal.
Pemerintah mempunyai fungsi penting dalam sistem perpajakan, yaitu sebagai
pemrakarsa terjalinnya hubungan antara masyarakat/Wajib Pajak dan
pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan pajak.

Bentuk jalinan hubungan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan
masyarakat/Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan agar tiap-tiap
pihak mempunyai interpretasi yang sama mengenai sistem perpajakan yang

sedang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ciri-ciri umum
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jalinan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak
dalam sistem perpajakan menurut Judisseno adalah sebagai berikut :

a) Adanya peralihan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara

b) Tidak ada jasa balik dari negara secara langsung

c) Digunakan untuk kepentingan umum

d) Diatur dalam undang-undang.?®

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan bahwa : Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan lebih lanjut bahwa Penanggung
Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran
pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib
Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan
adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

% Judisseno Rimsky K. Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang Kepastian
Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997,
him.45
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politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk

badan lainnya.

2.2.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak bagi rakyat dilandasi oleh beberapa azas yang penting,

antara lain asas yuridis, asas ekonomis dan asas finansial, sebagai berikut :

1. Azas Yuridis
Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk
menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.
Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus
ditetapkan dengan Undang Undang, Dalam Undang Undang Dasar Negara RI
Tahun 1945 hal ini ditetapkan dalam pasal 23 A amandeman ke-4 UUD 1945
bahwa segala pajak bagi negara ditetapkan dengan Undang Undang
Rasionya mengapa pengenaaan pajak harus berdasarkan Undang Undang ?
karena pajak adalah peralinan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor
pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) untuk itu dapat ditunjuk
kontraprestasi secara langsung terhadap individu ; padahal peralihan kekayaan
dari satu sektor ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi hanya dapat
terjadi apabila ada suatu hibah (wasiat)

2. Asas Ekonomis
Azas ekonoimis menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan
terhadap rakyat tidak boleh mengganggu perekonomian rakyat ; oleh karena
itu politik pemungutan pajak : harus diusahakan supaya jangan sampai
menghambat lancarnya produksi dan perdagangan ; sebagai contoh : tidak

boleh terjadi penagihan pajak terhadap kegiatan produksi dan perdagangan
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sangat besar sehingga rakyat takut untuk melakukan kegiatan produksi dan
perdagangan tersebut.
3. Azas Finansial

Sesuai dengan fungsinya, maka biaya-biaya yang dipergunakan untuk
memungut pajak harus sekecil-kecilnya ; Apalagi dalam bandingan dengan
pendapatannya. Dalam prakteknya di Indonesia pernah terjadi suatu sistem
intern untuk jawatan pajak bahwa tunggakan-tunggakan sebesar tidak lebih
dari lima rupiah tidak perlu dipungut, hal ini didasarkan pada pertimbangan
bahwa biaya-biaya ang dikeluarkan untuk menagih pajak yang tidak lebih dari
lima rupiah itu dapat lebih besar daripada pajak yang dipungut, sehingga
apabila dilakukan justru akan menambah beban pajak.

Asas pemungutan pajak merupakan norma-norma yang berlaku berkaitan
dengan alasan pemungutan pajak itu dilakukan dan didasarkan pada kondisi
subjek dan objek pajak. Menurut Slamet Munawwir Asas pemungutan pajak dapat
dibagi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak menegakkan pajak atas seluruh penghasilan wajib

pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun luar negeri.
2. Asas Sumber

Menurut asas ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan

yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal

wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara,

misalnya pajak bangsa asing di Indonesia yang bertempat tinggal di
Indonesia. %

2 Munawir, Slamet. Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit BPFE, 1990, him.18
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1.3 Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
2.3.1 Pengertian Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok
pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu
tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang
berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut
hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan
pajak pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang
memperpanjang juga membebankan hukuman yang lebih berat pada mereka yang
memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya. Kebijakan Tax
Amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga
kebijakan lain yang serupa berupa Sunset Policy telah dilakukan pada tahun 2008.
Sejak Program Sunset Policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah
berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP,
bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan
PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP
bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16
juta (data DJP, 2010 kuartal 1).

Pada hakekatnya implementasi tax amnesty maupun sunset policy
sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama
ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus
ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara
tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang

muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang
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tidak patuh, sehingga tax amnesty tidak akan menyinggung para Wajib Pajak yang
taat membayar pajak. Selain itu, pola tax amnesty seperti model sunset policy
hanya bisa diterapkan. sekali dalam seumur hidup wajib pajak.

Secara teori pemungutan pajak tidak terlepas dari rasa keadilan, sebab
keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk
kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarifnyapun harus mendasarkan pada
prinsip-prinsip keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif
pajak. Tarif pajak dimaksud adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak
terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam
persentase. Apabila melihat timbulnya utang pajak, bahwa utang pajak timbul
karena Surat Keputusan Pajak (ajaran formal), ajaran ini diterapkan pada official
assessment system. Perbedaan dengan ajaran materiil bahwa utang pajak timbul
karena undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.
Hapusnya utang pajak disebabkan antara lain :

1. Pembayaran
Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena
pembayaran yang dilakukan ke Kas Negara.

2. Kompensasi

Keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan

tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu

kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa
kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang
diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-

pajak lainnya yang terutang.
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Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan
penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun
pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan
kepastian hukum kapan uang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun
daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain, apabila diterbitkan
Surat Teguran dan Surat Paksa.

Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena
ditiadakan. Pembebasan pada umumnya tidak diberikan terhadap pokok
pajaknya, tetapi diberikan terhadap sanksi administrasinya.

Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi
diberikan karena keadaan keuangan Wajib Pajak.

Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Sebagai alternatif bagi banyak negara, pengampunan pajak (tax amnesty)

seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak

(tax revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program tax

amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak.

Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya

dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai

kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya

kepatuhan sukarela (voluntary compliance).
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Dari wajib pajak patuh, bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan
program yang tidak tepat. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai
pelaksanaan tax amnesty di beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam
melaksanakan kebijakan pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia
dan India, dengan maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing
negara serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat
berhasil dan mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis
Indonesia. Berdasarkan penelitian (Enste & Schneider, 2002), bahwa besarnya
persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (underground economy), di negara
maju dapat mencapai 14 — 16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),
sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35 — 44 persen dari PDB.
Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan
dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga
masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (tax evasion).

Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh
para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini
mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah
tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara
karena Dberarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk
membiayaai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan
kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali
pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui

program khusus yakni pengampunan pajak (tax amnesty).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

40

2.4  Teori Kepatuhan, Ketertiban, Keadilan dan Kepastian Hukum
2.4.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa
Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan
dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada
ajaran dan aturan.*® Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya
dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses
sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut
Tyler terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan
kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental
mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan
tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku.
Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral
dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung
mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma
internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative
commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut
dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui
legitimasi (normative commitment through legitimaty) berarti mematuhi peraturan
karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.®*

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai

dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.Sedangkan

% Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Bina Pustaka, 1989,
him.207
1 Nurul Khoiriyah, Sosiologi dan Perkembangannya, Jakarta, Insan Press, 2001, him.90
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kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan.Jika
melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan.Selain itu, kepatuhan
menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan
aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.Hal ini bertujuan
untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan
undang-undang tertentu. Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya
hanya berkisar di compliance atau identification saja. Sebaliknya, bila derajat
kepatuhannya mencapai internalisation, berarti kualitas efektifitas peraturan
tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang
ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.
2.4.2 Teori Ketertiban

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan
berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam
memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga untuk mempertahankan hidupnya, baik
terhadap bahaya dari dalam maupun yang datang dari luar. Setiap manusia akan
terdorong melakukan berbagai usaha untuk menghindari atau melawan dan
mengatasi bahaya-bahaya itu. Dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi
antar manusia. Sebagai manusia yang menuntut jaminan kelangsungan hidupnya,
harus diingat pula bahwa manusia adalah mahluk sosial. Menurut Aristoteles,
manusia itu adalah zoon politikon, yang dijelaskan oleh Hans Kelsen “man is a
social and politcal being” artinya manusia itu adalah mahluk sosial yang
dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan

mahluk yang terbawa oleh kodrat sebagai mahluk sosial itu selalu berorganisasi.
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Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antara
manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial (social relation) atau
relasi sosial. Yang dimaksud hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang
saling menyadari kehadirannya masingmasing. Dalam hubungan sosial itu selalu
terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial (a web of
social relationship) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan
masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk
mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai
sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan
mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur
setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau
kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban
dapat membuat seseorang disiplin, Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan
Kemajuan. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan
sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, seseorang berusaha
mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin
adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut.

Ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi.
Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (dalam masyarakat dan sebagainya); atau
keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban,
Kesejahteraan, dan Keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau
sinonim dari istilah “keadilan”. Ketertiban umum sebagaimana diungkap Sudargo

Gautama mengibaratkan lembaga ketertiban umum ini sebagai “rem darurat” yang
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kita ketemukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara hati-hati dan
seirit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka
“kereta HPI” tidak dapat berjalan dengan baik. 32

Lebih lanjut Sudargo Gautama mengatakan bahwa lembaga ketertiban
umum ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran
yang sangat daripada sendi-sendi azasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal-
hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan hukum asing ini. Manusia adalah
makhluk social yang selau berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan
sesamanya. Dengan adanya hubungan sesame seperti itulah perlu adanya
keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu
lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum
diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan
hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang
menyatakan kepastian hukum, dan lain-lain.*

Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama
yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (order). Menurut Mochtar Kusumaatmadja
“Ketertiban” adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, Kebutuhan
terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok(fundamental) bagi adanya suatu
masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan
fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala

bentuknyauntuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam

% Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta, Bina
Cipta, 1998, him.36
% Ibid
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pergaulan antar manusia dalam masyarakat.** Di setiap aspek kehidupan sudah
barang tentu terdapat sebuah aturan yang mengatur. Baik di lingkungan keluarga,
masyarakat, sekolah, atau pun di bidang sosial, politik maupun agama. Kenapa?
Karena dengan adanya aturan akan menciptakan ketertiban dan membuat keadaan
menjadi lebih tenang, damai, aman, dan sentosa. Bahkan, dengan adanya
ketertiban itulah terselenggaralah kehidupan di dunia dan alam semesta ini.

Aturan merupakan sebuah kata yang mempunyai makna sesuatu yang harus
dipatuhi. Aturan juga disebut dengan norma. Sebuah norma adalah sebuah aturan,
patokan atau ukuran, taitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Dengan
adanya norma Kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya,
ukurannya, serta kualitasnya kita ragukan. Norma berguna untuk menilai baik-
buruknya tindakan masyarakat sehari-hari. Sebuah norma bisa bersifat objektif
dan bisa pula bersifat subjektif. Blla norma objektif adalah norma yang dapat
diterapkan diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma subjektif adalah
norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikuan ukuran atau patokan
yang memadai.

2.4.3 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak
memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya,
dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk
memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap

orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang

¥ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum dan Ketertiban, Jakarta : Bintang Cemerlang
Pressindo, 1987, him.72
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sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan
suku, keturunan, agama, dan golongan. Hakikat keadilan dalam Pancasila,
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan GBHN, kata
adil terdapat pada :
a) Sila kedua dan kelima Pancasila
b) Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (alinea Il dan 1V).
c) GBHN 1999-2004 tentang visi
Menurut The Liang Gie, suatu gejala atau tindakan tertentu dapat disebut
adil karena dilandaskan pada teori keadilan. Jadi adil tidaknya suatu tindakan
tidak terlepas dari teori keadilan. Adapun ciri-ciri adil yaitu :*
a) Tidak memihak (impartial)
b) Sama hak (equal)
c) Bersifat hukum (legal)
d) Sah menurut hukum (lawful)
e) Layak (fair)
f) Wajar secara moral (equitable)
g) Benar secara moral (righteous)
Teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi lima macam yaitu
keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan
konvensional, dan keadilan perbaikan. Adapun penjelasan/pengertian dari masing-

masing keadilan adalah sebagai berikut :*

® The Liang Gie, Ensikolopedia Hukum Administrasi, Yogyakarta, Supersukses Press,
1986, him.81
% Ibid
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Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan
yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus
bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun

Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena
didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan
atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang
dikeluarkan oleh suatu kekuasaan

Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-
jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi).
Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang
diterima dengan jasa yang telah diberikan

Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum
alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat
merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana
seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia

Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan
suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan

kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.
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2.4.3 Teori Kepastian Hukum
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya
adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan
hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi
semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesian Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan
hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap
warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.
Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief
Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun
kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal
tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai
konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori

solidaritas sosial (social solidarity argument).®’

" Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, him. 54
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BAB Il1

KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan
upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah.
Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi
perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak
(WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu snediri. Upaya ekstensifikasi
dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk
mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang
stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya.
Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan
perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti
sunset policy.

Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah
diberikannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan
dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat
berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi
obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Indonesia pernah
menerapkan amnesti pajak pada 1984, namun pelaksanaannya tidak efektif karena
wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem
administrasi perpajakan secara menyeluruh. Terkait Pengampunan Pajak (Tax
Amnesty) dalam Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara dapat penulis uraikan
dalam bentuk bagan sebagai berikut :

48
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan
yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) dalam memenuhi prinsip
kepastian hukum dan keadilan hukum bagi wajib pajak sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak bahwa, dimana pelaksanaan pengampunan
pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak
yang terlibat dan pemungutan pajak tidak terlepas dari rasa keadilan, sebab
keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk
kesejahteraan masyarakat.

2. Konsep pengaturan ke depan terhadap pelaksanaan pengampunan pajak (tax
amnesty) yang dapat memenuhi asas kepastian hukum, keadilan,
kemanfaatan, dan kepentingan nasional adalah adanya kemauan untuk
memaafkan atau mengampuni dari sisi pemerintah kepada wajib pajak atas
kesalahan di masa lalu. Upaya memaafkan tersebut hanya diberikan jika
wajib pajak menuruti atau mau “menebusnya” dengan suatu jumlah yang
telah ditentukan (exchange). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak yang berlaku sejak 1 Juli 2016 menjadi pedoman

bersama memahami pentingnya membayar pajak menjadi landasan

112
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mendorong reformasi perpajakan menuju sistem pepajakan lebih berkeadilan
serta perluasan basis data pajak lebih valid.

5.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan
kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan beberapa
saran sebagai berikut :

1. Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya
menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi
adalah memperbaiki kepatuhan WP, sehingga pada jangka panjang dapat
meningkatkan penerimaan pajak.

2. Implementasi Tax Amnesty dapat diterapkan bila syarat-syarat keterbukaan
dan akses informasi terhadap masyarakat terpenuhi oleh karena itu apabila
tax amnesty akan diterapkan harus menggunakan tax amnesty bersyarat. Tax
amnesty dapat diterapkan terutama pada bidang-bidang atau sektor-sektor
industri tertentu saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan
tax ratio dengan syarat terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana

pendukung lainnya.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh
rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan
pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan
pajak;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang
terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan
masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan
sumber daya yang ada;

bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu
ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di
luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan
pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan
masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu
menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan
cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis
berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang
digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang
berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang
berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender,
kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender.

6. Tunggakan . ..
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Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum
dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya
terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan
Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus
dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak
dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas
negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang
selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta,
Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan
pembayaran Uang Tebusan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya
disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh
Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir
yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:

a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk
Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun
bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai
dengan 31 Desember 2015; atau

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk
Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun
bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai
dengan 30 Juni 2015.

Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi
data dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan
Pengampunan Pajak yang dikelola oleh Menteri.

14. Bank. ..
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Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri
untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan
Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang
Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka
pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir
pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Desember 2015.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;

b. keadilan;

c. kemanfaatan; dan

d. kepentingan nasional.

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi
melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan
berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik,
perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga,
dan peningkatan investasi;

b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem
perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis
data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan
terintegrasi; dan

c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan
digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

(1)

Pasal 3
Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.

(2) Pengampunan . ..
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Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta
yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:

a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;

b. dalam proses peradilan; atau

c. menjalani hukuman pidana,

atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai
dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum
sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri atas kewajiban:
a. Pajak Penghasilan; dan

b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

BAB IV

TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN

(1)

Pasal 4

Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling
singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah
sebesar:

a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir
bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai
berlaku;

b. 3% ...
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3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2016; dan

5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017
sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
sebesar:

a.

4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir
bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai
berlaku;

6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2016; dan

10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017
sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran
usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah
sebesar:

a.

0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang
mengungkapkan nilai Harta sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam
Surat Pernyataan; atau

2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan
nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan
pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai
dengan tanggal 31 Maret 2017.

Pasal 5. ..
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Pasal 5

Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar
pengenaan Uang Tebusan.

Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum
atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Pasal 6

Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan
meliputi:

a. nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh
Terakhir; dan

b. nilai Harta tambahan yang belum atau belum
seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah
berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan
satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta yang telah
dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang
ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak
pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh
Terakhir.

Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya
dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai
nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta
selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

(5) Dalam. ..
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Dalam hal nilai Harta tambahan menggunakan satuan mata

uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam

mata uang Rupiah berdasarkan:

a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau

b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta
selain kas,

dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri

untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak

Terakhir.

Pasal 7

Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan

meliputi:

a. nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh
Terakhir; dan

b. nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan,

besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan

perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan

sebagai pengurang nilai Harta bagi:

a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau

b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50%
(lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.

Nilai Utang yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah
berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan
satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam mata uang Rupiah
berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk
keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun
buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.

Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan
dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan
dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

(6) Dalam . ..
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Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan
dalam mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam
mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh
Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir
Tahun Pajak Terakhir.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN, PENERBITAN SURAT
KETERANGAN, DAN PENGAMPUNAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus
menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh:

a. Wajib Pajak orang pribadi;

b. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan
atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak
badan; atau

c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi
sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. membayar Uang Tebusan;
c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;

melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau
melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi
Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan dan/atau penyidikan;

e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang
telah  memiliki kewajiban menyampaikan  Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan

f. mencabut. ..
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f.  mencabut permohonan:

1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau
Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat
pokok pajak yang terutang;

3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang
tidak benar;

4. keberatan;

5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat
keputusan;

6. banding;
7. gugatan; dan/atau
8. peninjauan kembali,

dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan
dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.

Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai
bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan
validasi.

Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan
Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:

a. sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang
memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b;
dan/atau

b. sebelum 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang memilih
menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

(7) Dalam . ..
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Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada
dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat
mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

Pasal 9

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) memuat paling sedikit informasi mengenai identitas Wajib
Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan
Uang Tebusan.

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilampiri dengan:

a. bukti pembayaran Uang Tebusan;

b. bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang
memiliki Tunggakan Pajak;

c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta
yang dilaporkan;

d. daftar Utang serta dokumen pendukung;

e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar
atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi
Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan atau penyidikan;

fotokopi SPT PPh Terakhir; dan

g. surat pernyataan mencabut permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf {.

Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), selain
melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan
mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan.

(4) Dalam . ..
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Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada
dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (7), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Wajib Pajak harus melampirkan surat
pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat
Keterangan.

Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3), selain melampirkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Wajib Pajak dimaksud
harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran
peredaran usaha.

Pasal 10

Surat Pernyataan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang
ditentukan oleh Menteri.

Sebelum menyampaikan Surat Pernyataan dan lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wajib Pajak meminta
penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan
dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke
kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang
ditentukan oleh Menteri.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak membayar Uang Tebusan dan menyampaikan
Surat Pernyataan beserta lampirannya.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri
menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima
Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan
Surat Keterangan kepada Wajib Pajak.

(5) Dalam. ..
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Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk
atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan,
Surat Pernyataan dianggap diterima sebagai Surat
Keterangan.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat
menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan dalam
hal terdapat:

a. kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau

b. kesalahan hitung dalam Surat Keterangan.

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling
banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak
Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31
Maret 2017.

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua
atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat
Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang
kedua atau ketiga, penghitungan dasar pengenaan Uang
Tebusan dalam Surat Pernyataan dimaksud
memperhitungkan dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah
dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan
sebelumnya.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan
yang disebabkan oleh:

a. diterbitkannya surat pembetulan karena kesalahan
hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b;
atau

b. disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

atas kelebihan pembayaran dimaksud harus dikembalikan
dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan
lainnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau
disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga
dimaksud.

Pasal 11 ...
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Pasal 11

Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan
lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberi
tanda terima sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan.

Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan:

a. pemeriksaan;

b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau

c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,

untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dilakukan:

a. pemeriksaan;

b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau

c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,

untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, terhadap
pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud
ditangguhkan sampai dengan  diterbitkannya  Surat
Keterangan.

Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dihentikan dalam hal Menteri atau
pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat
Keterangan.

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan,

memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

a. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan
ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang
perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa
pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai
dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

b. penghapusan. ..


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(6)

,\QQ(‘”

Vol

c /s
¥ Y e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa
bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam
masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak,
sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti
permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa
pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai
dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan

d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti
permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan
pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas
kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak
Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),

yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf d dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas dan fungsi
penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

BAB VI

KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN DAN PELAPORAN

(1)

Pasal 12

Wajib  Pajak yang menyatakan  mengalihkan dan
menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (6) harus mengalihkan Harta dimaksud melalui Bank
Persepsi yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling
lambat:

a. tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang
menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a;
dan/atau

b. tanggal . ..
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b. tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang
menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b.

Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) terhitung sejak
tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk:

a. surat berharga Negara Republik Indonesia;

b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;

c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh
Pemerintah;

d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;

obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

f.  investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah
dengan badan usaha;

g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang
ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau

h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan
laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama
Menteri mengenai:

a. realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan
yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta
tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang
harus mengalihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (6); dan/atau

b. penempatan . ..
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b. penempatan atas Harta tambahan yang diungkapkan
dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang
berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, bagi Wajib Pajak yang tidak dapat
mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (7).

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat
menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan setelah batas
akhir periode penyampaian Surat Pernyataan dalam hal:

a. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(6); dan/atau

b. Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta
ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal kirim.

Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui
bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 8 ayat (7),
berlaku ketentuan:

a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam
Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan
pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud
dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
dan

b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak
diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

(5) Terhadap . ..
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Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tetap berlaku ketentuan mengenai perlakuan khusus dalam
rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11.

BAB VII
PERLAKUAN PERPAJAKAN

Pasal 14

Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan
pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus
membukukan selisih antara nilai Harta bersih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang disampaikan dalam
Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang
telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,
sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.

Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang
berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk
tujuan perpajakan.

Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang
berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk
tujuan perpajakan.

Pasal 15

Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan
membayar Uang Tebusan atas:

a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
dan/atau

b. Harta berupa saham,

yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus
melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.

(2) Pengalihan . . .
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Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:

a. permohonan pengalihan hak; atau

b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah
pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat
Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat
diajukan permohonan pengalihan hak,

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31
Desember 2017.

Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal
terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu
paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib
Pajak tidak mengalihkan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

Pasal 16

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak
berhak:

a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat
pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun
Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke
bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;

b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam
surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak pada
akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;

c. mengajukan . . .
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c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)
untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
dan/atau

d. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)
untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir,
setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Setelah Undang-Undang ini diundangkan, pembetulan surat
pemberitahuan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang
disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat
Pernyataan dianggap tidak disampaikan.

Pasal 17

Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,

Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat

Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan,

Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian

Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak

Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan

Surat Pernyataan, tetap dijadikan dasar bagi:

a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan
pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran
pajak;

b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal,;
dan

c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan
pembayaran pajak,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

(2) Surat. ..
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Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,
Surat Keputusan Pembataln Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan,
Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian
Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak
Terakhir, yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat
Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar bagi:

a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan
pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran
pajak;

b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal,;
dan

c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan
pembayaran pajak.

Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan
Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan
Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun
Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit
sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan
bunga bagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban
dimaksud menjadi hapus.

BAB VIII

PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP

(1)

Pasal 18

Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan
kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi
mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam
Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai
tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi
mengenai Harta dimaksud.

(2) Dalam . ..
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Dalam hal:

a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan
sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir;
dan

b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau
informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh
sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31
Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,

atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat
ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta
dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku.

Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan
dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa
kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak
Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IX
UPAYA HUKUM

Pasal 19

Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-
Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan

gugatan.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diajukan pada badan peradilan pajak.

BABX . ..
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BAB X
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

Pasal 20

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan
lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan
atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-
Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan,
penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Pasal 21

(1) Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi
dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini.

(2) Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan
pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan
Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau
memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau
diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.

(3) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam
rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh
siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan
peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan
Wajib Pajak sendiri.

(4) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan
sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 22

Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak
lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak,
tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan
penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika
dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABXI . ..
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BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama S (lima) tahun.

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar.

BAB XII

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.

b
C.
d

pelaksanaan Pengampunan Pajak;

penunjukan Bank Persepsi yang menerima pengalihan Harta;
prosedur dan tata cara investasi;

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1); dan

penunjukan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4),

Pasal 10 ayat (5), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13
ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2),

diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK

UMUM

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir
cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya
penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas
dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia
yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat
dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum
dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin
timbul apabila dilakukan pembandingan dengan Harta yang telah
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang
bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau
mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam
kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung
oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan
pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan
merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih
berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih
maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak
dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut
mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi
aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya
tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk . ..


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2 -

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan
untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga
negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta
yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan
berupa Pengampunan Pajak atas pengalihan Harta ini juga didorong oleh
semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin
transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas
pertukaran informasi antarnegara.

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan
hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena
itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang
Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka
pelaksanaan  Undang-Undang ini, penerimaan Uang Tebusan
diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan
pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara
untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam
jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari
tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan
dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui
Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan
Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Undang-Undang ini dapat menjembatani agar Harta yang diperoleh
dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela
sehingga data dan informasi atas Harta tersebut masuk ke dalam sistem
administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

Kebijakan Pengampunan Pajak seyogianya diikuti dengan kebijakan
lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan
perbankan.

Dengan . ..
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Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum,

keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan
Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

1.

mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui
pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap
peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah,
penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang
lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih
valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan

meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan
untuk pembiayaan pembangunan.

Secara garis besar, pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

S )

8.
9.

pengaturan mengenai subjek Pengampunan Pajak;
pengaturan mengenai objek Pengampunan Pajak;
pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung Uang Tebusan:

pengaturan mengenai tata cara penyampaian Surat Pernyataan,
penerbitan Surat Keterangan, dan pengampunan atas kewajiban
perpajakan;

pengaturan mengenai kewajiban investasi atas Harta yang
diungkapkan dan pelaporan;

pengaturan mengenai perlakuan perpajakan;

pengaturan mengenai perlakuan atas Harta yang belum atau kurang
diungkap;

pengaturan mengenai upaya hukum;

pengaturan mengenai manajemen data dan informasi; dan

10. pengaturan mengenai ketentuan pidana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . ..
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Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah
pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelaksanaan
Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan
kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh
pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi
kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya
dalam memajukan kesejahteraan umum.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah
pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan
bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)

Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak
adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dalam hal Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib
Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direkorat
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau
berkedudukan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . . .
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Ayat (5)

Pasal 4

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam hal Wajib Pajak baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
pada tahun 2016 dan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh
Terakhir, tambahan Harta bersih yang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan
Uang Tebusan.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Pengampunan Pajak diberikan atas kewajiban
perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh
Wajib Pajak, yang terepresentasi dalam Harta yang belum pernah
dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Besarnya dasar pengenaan
Uang Tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah
dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang yang
terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut.

Ketentuan ini mengatur cara penghitungan Uang Tebusan yang
harus dibayar oleh Wajib Pajak yang mengajukan Surat
Pernyataan.

Contoh 1:

Wajib Pajak A hanya memiliki Harta yang berada di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir)
Wajib Pajak melaporkan:

a. Nilai Harta Rp15.000.000.000,00
b. Nilai Utang Rp5.000.000.000,00 _
c. Nilai Harta bersih Rp10.000.000.000,00

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan
pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak
Undang-Undang ini mulai berlaku, diketahui bahwa:

a. Nilai Harta Rp20.000.000.000,00
b. Nilai Utang Rp6.000.000.000,00 _
c. Nilai Harta bersih Rp14.000.000.000,00

Dengan . ..
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Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan adalah:
Rp14.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00 =
Rp4.000.000.000,00.

Penghitungan Uang Tebusan:

Tarif pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan
ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku adalah
2% (dua persen);

Dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Rp4.000.000.000,00;
Uang Tebusan yang harus dibayar:
2% x Rp4.000.000.000,00 = Rp80.000.000,00.

Contoh 2:

Wajib Pajak B mengikuti program Pengampunan Pajak bermaksud
mengalihkan sebagian Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia namun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) Wajib Pajak B
hanya melaporkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

a. Nilai Harta Rp15.000.000.000,00
b. Nilai Utang Rp 5.000.000.000,00 _
c. Nilai Harta bersih Rp10.000.000.000,00

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan
pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak
Undang-Undang ini mulai berlaku, diungkapkan bahwa:
a. Total nilai Harta Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2015
adalah Rp50.000.000.000,00 terdiri atas:
1. Nilai Harta dalam SPT PPh  Terakhir sebesar

Rp15.000.000.000,00;

2. Nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
sebesar Rp35.000.000.000,00, terdiri atas:

a) Nilai Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang akan dialihkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar
Rp12.000.000.000,00;

b) Nilai Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang tidak akan dialihkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar
Rp23.000.000.000,00;

b. Total . ..
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b. Total nilai Utang Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2015
adalah Rp14.000.000.000,00 terdiri atas:

(G

1.

Nilai Utang dalam SPT PPh  Terakhir sebesar
Rp5.000.000.000,00;

Nilai Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
sebesar Rp9.000.000.000,00, terdiri atas:

a) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta yang berada di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebesar Rp3.000.000.000,00;

b) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta yang berada di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebesar Rp6.000.000.000,00;

Nilai Harta bersih pada saat penyampaian Surat Pernyataan:

1.

Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta yang akan
dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah:

Rp12.000.000.000,00 - Rp3.000.000.000,00 =
Rp9.000.000.000,00;

Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak
akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah:

Rp23.000.000.000,00 - Rp6.000.000.000,00 =
Rp17.000.000.000,00.

Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan untuk:

Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebesar:

Rp9.000.000.000,00 - 0 = Rp9.000.000.000,00

Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara

1.

Kesatuan Republik Indonesia sebesar:
Rp17.000.000.000,00 - 0 = Rp17.000.000.000,00

Penghitungan Uang Tebusan:

Tarif pada periode penyampaian Surat Pernyataan bulan pertama
sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang
ini mulai berlaku adalah:

a. 2% ...
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a. 2% (dua persen) untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b. 4% (empat persen) untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

sehingga perhitungan Uang Tebusan adalah sebagai berikut:

1. untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia:
2% x Rp9.000.000.000,00= Rp180.000.000,00.

2. untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia:
4% x Rp17.000.000.000,00= Rp680.000.000,00.

Dengan demikian, total Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib
Pajak adalah:
Rp180.000.000,00 + Rp680.000.000,00 = Rp860.000.000,00

Ayat (3)
Dalam hal Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan
telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, Utang tersebut tidak
boleh diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan
dalam Surat Pernyataan.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan ini mengatur mengenai dasar penentuan nilai Harta
tambahan pada akhir tahun buku yang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan.

Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah nilai yang
menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau
setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak. Nilai Wajar dimaksud
dicatat sebagai harga perolehan Harta yang dilaporkan paling
lambat pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Tahun Pajak 2017.

Contoh . ..
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Contoh 1:
Untuk Wajib Pajak yang tahun bukunya sama dengan tahun
kalender:

Nilai Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan,
yaitu nilai Harta pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan
nilai wajar untuk Harta selain kas atau sesuai dengan nilai
nominal untuk Harta berupa kas, pada tanggal tersebut.

Contoh 2:

Untuk Wajib Pajak badan yang tahun bukunya tidak sama dengan
tahun kalender, sebagai contoh Wajib Pajak C menggunakan tahun
buku yang dimulai dari bulan Agustus 2014 dan berakhir pada
bulan Juli 2015:

Nilai Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan,
yaitu nilai Harta selain kas pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai
dengan nilai wajar untuk Harta selain kas atau sesuai dengan nilai
nominal untuk Harta berupa kas, pada tanggal tersebut.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Utang yang berkaitan dengan Harta
tambahan” adalah Utang yang dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan
langsung untuk memperoleh Harta tambahan tersebut, antara lain
Utang tersebut diakui sebagai piutang oleh pemberi pinjaman.

Ayat (2)
Ketentuan pada ayat ini hanya diberlakukan untuk kepentingan
pelaksanaan Undang-Undang ini.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 8 . ..
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Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemimpin tertinggi” misalnya:

a. dalam Perseroan Terbatas adalah direktur utama, presiden
direktur, atau yang dipersamakan dengan memperhatikan
struktur organisasi dalam akta pendirian atau dokumen lain
yang dipersamakan;

b. dalam yayasan adalah ketua yayasan;

c. dalam koperasi adalah ketua koperasi.

Yang dimaksud dengan “berhalangan” adalah tidak dapat
melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Ketentuan ini mengatur bahwa:

a. bagi Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak sebelum tahun 2016 yang:

1. telah menyampaikan SPT PPh Terakhir maka Wajib
Pajak wajib melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir;
atau

2. belum menyampaikan SPT PPh Terakhir maka Wajib
Pajak wajib terlebih dahulu menyampaikan SPT PPh
Terakhir dan melampirkannya dalam Surat Pernyataan;
atau

b. bagi Wajib Pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak pada tahun 2016 dan 2017, tidak wajib melampirkan
fotokopi SPT PPh Terakhir.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran
Uang Tebusan dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan
melalui modul penerimaan negara.

Ayat (6)

Dalam hal Wajib Pajak mengalihkan Harta dari luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank Persepsi yang
berada di luar negeri, jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak
Wajib Pajak menempatkan Hartanya di cabang Bank Persepsi yang
berada di luar negeri dimaksud. Cabang Bank Persepsi dimaksud
wajib mengalihkan Harta dimaksud ke Bank Persepsi di dalam
negeri.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “informasi mengenai identitas Wajib Pajak”
antara lain informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib
Pajak, nomor paspor, Nomor Induk Kependudukan, dan surat izin
usaha.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “informasi kepemilikan Harta” antara
lain berupa informasi mengenai lokasi, tahun perolehan, dan
nomor bukti kepemilikan.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah segala
hal yang dapat membuktikan kebenaran dari daftar Utang yang
diungkapkan, antara lain akad kredit dan surat pengakuan
Utang antara dua pihak di hadapan notaris atau di hadapan
saksi.

Hurufe. ..


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak yang mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
pengurangan atau  penghapusan sanksi administrasi
perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat
Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak,
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak
benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan
surat keputusan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan
kembali yang belum mendapat surat keputusan atau putusan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “surat pernyataan mengenai besaran
peredaran wusaha” adalah pernyataan yang berisi pencatatan

peredaran usaha Wajib Pajak mulai Januari sampai dengan
Desember pada Tahun Pajak Terakhir.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengisian dan pemenuhan kelengkapan
dokumen” termasuk penghitungan besarnya Uang Tebusan yang
harus dibayar oleh Wajib Pajak dan besarnya Tunggakan Pajak
yang harus dilunasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .
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Ayat (6)
Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan apabila terdapat
kesalahan atau kekeliruan yang perlu dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Penyampaian Surat Pernyataan kedua atau ketiga dilakukan dalam
rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak antara lain
untuk:

a. mengungkapkan penambahan Harta yang belum disampaikan
dalam Surat Pernyataan atau pengurangan Harta yang telah
disampaikan dalam Surat Pernyataan;

b. mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan
karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula
menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi
tidak mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu yang ditentukan;

c. mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan
karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula
menyatakan tidak akan mengalihkan Harta ke luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi mengalihkan
Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan perubahan sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan/atau huruf c, tarif Uang Tebusan yang
semula menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) menjadi menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2).

Ayat (9)
Ketentuan ini mengatur cara penghitungan Uang Tebusan bagi
Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan yang kedua
atau ketiga.

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan atas Surat Pernyataan
sebelumnya” adalah:

a. dalam . ..
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a. dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang
ketiga, “Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya”
adalah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang kedua;
atau

b. dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang
kedua, “Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya”
adalah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama.

Contoh:
Wajib Pajak melaporkan Harta yang berada di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Surat Pernyataan pertama yang disampaikan, diungkapkan
bahwa:
a. nilai Harta bersih pada 31 Desember 2015 adalah
Rp15.000.000.000,00;
b. nilai Harta bersih dalam SPT PPh Terakhir adalah
Rp5.000.000.000,00;
c. dasar pengenaan Uang Tebusan adalah:
Rp15.000.000.000,00
RpS5.000.000.000,00 —
Rp10.000.000.000,00;
d. Uang Tebusan yang dibayar adalah:
2% x Rp10.000.000.000,00 = Rp200.000.000,00.

Atas Surat Pernyataan pertama, diterbitkan Surat Keterangan
pertama yang mencantumkan Uang Tebusan  sebesar
Rp200.000.000,00, dengan dasar pengenaan Uang Tebusan
Rp10.000.000.000,00.

Karena terdapat Harta yang belum diungkapkan, Wajib Pajak

menyampaikan Surat Pernyataan kedua yang disampaikan dalam

kurun waktu bulan keempat sampai dengan 31 Desember 2016,

diungkapkan bahwa:

a. nilai Harta bersih per 31 Desember 2015 adalah
Rp35.000.000.000,00 (termasuk Harta tambahan sebesar
Rp20.000.000.000,00);

b. nilai Harta bersih dalam SPT PPh Terakhir adalah
Rp5.000.000.000,00;

c. Dasar pengenaan Uang Tebusan adalah:
Rp35.000.000.000,00 - Rp5.000.000.000,00 =
Rp30.000.000.000,00;

d. Dasar. ..


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

d. Dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah dicantumkan
dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama adalah
Rp10.000.000.000,00;

e. Dasar pengenaan Uang Tebusan yang harus dibayar dalam
Surat Pernyataan kedua adalah:
Rp30.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00 =
Rp20.000.000.000,00;

f. Uang Tebusan yang dibayar adalah:
3% x Rp20.000.000.000,00= Rp600.000.000,00.

Atas Surat Pernyataan kedua, diterbitkan Surat Keterangan kedua
yang mencantumkan Uang Tebusan sebesar Rp600.000.000,00.

Dalam hal Wajib Pajak tersebut di atas mengungkapkan kembali

Harta pada periode yang sama dengan Surat Pernyataan pertama

maka:

a. besarnya tarif Uang Tebusan adalah sama dengan tarif Uang
Tebusan pada Surat Pernyataan pertama; dan

b. pengungkapan kembali Harta merupakan Surat Pernyataan
kedua.

Apabila menggunakan contoh penghitungan di atas maka Uang
Tebusan yang harus dibayar ke kas negara yang dicantumkan
dalam Surat Pernyataan kedua adalah:

2% x Rp20.000.000.000,00 = Rp400.000.000,00.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Wajib Pajak mengalihkan Harta dari luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank Persepsi yang
berada di luar negeri, jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak
Wajib Pajak menempatkan Hartanya di cabang Bank Persepsi yang
berada di luar negeri dimaksud. Cabang Bank Persepsi dimaksud
wajib segera mengalihkan Harta dimaksud ke Bank Persepsi di
dalam negeri.

Ayat (3) . ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tanggal kirim” adalah tanggal pada saat
surat peringatan dikirim sebagaimana tercantum dalam bukti
pengiriman.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Harta dimaksud belum dapat diajukan
permohonan pengalihan hak” adalah keadaan dimana Harta yang
berupa tanah dan/atau bangunan belum diterbitkan sertifikat hak
kepemilikan atas tanah seperti: sertifikat hak milik, sertifikat hak
guna bangunan, dan sejenisnya.

Permohonan pengalihan hak atau surat pernyataan yang
ditandatangani oleh dua belah pihak di hadapan notaris yang
menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat ini
adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat
Pernyataan, dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan Harta bagi
Wajib Pajak yang mengalihkan Harta, dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan berikutnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16 . ..
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Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian pengembalian kelebihan pembayaran
pajak adalah pemindahbukuan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur antara lain mengenai perlakuan atas Harta
bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan.

Contoh 1:

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya
Harta bersih yang diperoleh tahun 2010 dengan nilai
Rp10.000.000.000,00 dan oleh orang pribadi atau badan tersebut
belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

Harta bersih senilai Rp10.000.000.000,00 tersebut akan
diperlakukan sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau
informasi mengenai Harta dimaksud dan perlakuan perpajakannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

Contoh 2:

Pada daftar Harta bersih yang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan, Wajib Pajak menyatakan memiliki Harta berupa tanah
persil A seluas 10 Ha  dengan harga  perolehan
Rp1.000.000.000,00. Pada tahun 2017, diketahui bahwa persil A
milik Wajib Pajak tersebut ternyata seluas 20 Ha dengan harga
perolehan Rp2.000.000.000,00. Atas kekurangan pengungkapan
Harta bersih dalam Surat Pernyataan tersebut sebesar
Rp1.000.000.000,00 akan diperlakukan sebagai tambahan
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat
ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud
oleh Direktorat Jenderal Pajak dan perlakuan perpajakannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan dalam ayat ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini meliputi Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan dan tindak pidana lain.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik jika
Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak
lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dalam
melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri
sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
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